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BAB IV 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

1. Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, pengurangan 

dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak, melaksanakan 

penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Keeempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan 

Bea Balik Nama kendaraan Bermotor di Samsat Kota Payakumbuh. 

2. Kendala-kendala Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara 

keringan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak,  

Awalnya masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang Program 

pemutihan dan kesadaranan masyarakat dalam bayar pajak masih rendah, 

masyarakat bayar pajak kerena dasar takut ditilang bukan dari kesadaran 

mereka, bawah pajak gunanya untuk pembangunan meningkatkan ekonomi 

demi kemajuan daerah dan kampung halaman mereka. 

3. Upaya-upaya Samsat Kota Payakumbuh dalam penerapan tata cara keringan, 

pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan kepatuhan wajib Pajak, melakukan 

Sosialisasi kepada Kecamatan, Keluarahan/ Kantor Wali nagari serta RW, RT 

untuk disampaikan juga kepada masyarakat dan melakukan Razia atau 

Pengecekan Pajak Kendaraan yang hal ini bekerja sama dengan polisi yang 
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bagaimana Polisi mengecek Surat dan kelengkapan kendaraan dan Kita 

mengecek Pajak Kendaraan dan Balik Nama kendaran kalo Kendaraan bukan 

atas nama pemiliknya. 

B. Saran 

Berdasarkan paparan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat 

diajukan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan hasil penelitian yang telah 

diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Kantor Samsat Payakumbuh, untuk dapat menambahkan loket pelayanan 

pembayaran pajak supaya wajib pajak tidak terlalu banyak mengatri karna 

semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaran 

bermotor. 

2. Harapan saya bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk rutin 

mengadakan program pemutihan ini karena berdampak positif dalam 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 
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